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TIGA 
GELOMBANG 
PERADABAN 
MANUSIA
(Alfin Toffler)

 Gelombang 1 masyarakat agraris (8000 SM-1700 M) 

 Gelombang 2 Masyarakat industri (1700-1970) 

 Gelombang 3 Masyarakat Informasi (1979-2000) 



ASPEK-ASPEK 
PENTING 
DALAM 
PERADABAN 
GELOMBANG 
KETIGA
(Alfin Toffler)

 Komunikasi dan 
Pengolahan data,

 Penerbangan & luar 
angkasa

 Energi alternatif dan 
dapat diperbaharui,

 Teknologi biologi dan 
teknologi genetik.



MASYARAKAT 
INFORMASI
(Daniel Bell, 1970)

Post Industrial Society.  orientasi berubah ke 
arah informasi dan layanannya (information-led 
and service-oriented). Perubahan yang terjadi 
meliputi: 

 Sektor Ekonomi : berubah ke bentuk 
pelayanan jasa 

 Distribusi Pekerjaan : munculnya kelas 
profesional dan kelas teknis 

 Prinsip Sumbu : ilmu pengetahuan 
merupakan sumber utama 

 Orientasi Masa Depan : Pengendalian dan 
penghargaan terhadap teknologi 

 Pengambilan keputusan : berbasis teknologi



MASYARAKAT 
JEJARING
(Manuel Castell)

 Revolusi dalam teknologi informasi menyebabkan perubahan
mendasar dalam sistem kapitalis dan melahirkan kapitalisme
informasional.

 Di era post-industrial kehadiran network memungkinkan arus
informasi bergerak kemana saja pada level struktur dimanapun
tanpa perlu dimediasi atau diwakilkan (Gene & Beer,2008).



MASYARAKAT 
JEJARING
(Manuel Castell)

Masyarakat informasional mengacu pada lima 
karakteristik teknologi komunikasi:
 Informasi merupakan bahan baku ekonomi.

 Teknologi informasi memiliki efek luas pada
masyarakat dan individu.

 Teknologi informasi dengan pengolahan
informasi memungkinkan logika jaringan
diterapkan pada organisasi dan proses 
ekonomi.

 Teknologi informasi dan logika jaringan
memungkinkan fleksibilitas jauh lebih besar
dengan konsekuensi proses,lembaga dan
organisasi dapat diubah dan bentuk-bentuk
baru dapat terus diciptakan.

 Teknologi individu telah mengerucut menjadi
sistem terpadu.



KEKUATAN 
JURNALISME 
ONLINE
(Foust, 2005)

 Audience control 

 Nonlienarity

 Storage and retrieval

 Unlimited space

 Immediacy

 Multimedia capability

 Interactivity



IMPLIKASI 
KEHADIRAN 
MEDIA BARU 
BAGI 
JURNALISME 
MEDIA
(Leah Lievrouw,2011)

1. Menipisnya hegemoni media massa dan berkembangnya
demokratisasi media
 Terbukanya ruang kebebasan berpendapat

 Media  mainstream selalu punya agenda setting

 Menurunnya kepercayaan terhadap media maisntream.

Media Tingkat kepercayaan

2003 2010

TV dan Koran 80% 33%

BBC 81% 60%

The Times, Daily Telegraph, The Guardian 64% 24%

Daily Mail , Daily Express 35% 21%

The Sun, Daily Mirror, Daily Star 14% 10%



2. Berubahnya organisasi dan kultur media
 Perubahan aspek internal dan eksternal media

 Realitas media tradisional dipengaruhi: ideologi, 
manajemen redaksi dan kebermaknaan

 Jurnalisme warga tidak mengenal struktur organisasi dan
tata aturan.

3. Penjualan dan Periklanan
Kehadiran media baru menjadi pesaing media mainstream 
dalam penjualan dan periklanan.

IMPLIKASI 
KEHADIRAN 
MEDIA BARU 
BAGI 
JURNALISME 
MEDIA



KARAKTERIST
IK 
JURNALISME 
WARGA
Pro-Am 
Jurnalism, 
(Burns,2010)

 Produk jurnalisme warga 
adalah laporan pihak 
pertama.

 Produk jurnalisme warga dapat 
menjadi data awal untuk 
menyusun dan melengkapi 
berita yang dipublikasikan 
media maistream.

 Jurnalisme warga merupakan 
sumber informasi yang dapat 
diakses 24 jam.



JURNALISME 
PARTISIPATORIS
(Leah Lievrouw,2011)

 Aksi dari warga atau sekelompok warga negara dengan berperan 
aktif di dalam proses mengumpulkan, reportase, analisis dan 
diseminasi berita dan informasi.

 Tujuan partisipasi  untuk menjamin aspek  independensi, 
kepercayaan, akurasi, skala luas, untuk informasi yang relevan 
sesuai dengan kebutuhan demokrasi.

 Ryfe dan Mensing  kerja jurnalisme partisipatif berbeda dari 
wartawan konvensional dalam satu hal penting: desakan pada
jurnalisme yang harus mendorong interaksi dan partisipasi 
pembaca, wartawan, editor, dan seluruh masyarakat, dalam 
pemberitaan.



GENRE DOMAIN
SOSIAL

FORMAT TUJUAN

PARTICIPATORY
JOURNALISM

Reportase, 
berita,
komentar, opini
pubik

Layanan
berita online, 
blog, 
indymedia

Liputan kelompok
marginal, investigative 
reporting

JURNALISME 
PARTISIPATORIS
(Leah Lievrouw,2011)



BERITA MEDIA 
MAINSTREAM
VS
JURNALISME 
PARTISIPATORIS

 Berita media mainstream 
selalu memiliki agenda setting

 Berita media mainstream 
selalu melibatkan framing 
media pemberitaan.

 Berita dalam jurnalisme 
warga melibatkan framing 
individual.



JURNALISME 
PROFESIONAL
VS 
JURNALISME 
WARGA
(Stephen J.A Ward)

 Era a mixed news media.

 Era baru membutuhkan sebuah etika media yang dapat 
diaplikasikan kepada kaum amatir maupun professional.

 Ward mengatakan perubahan yang terjadi menantang prinsip 
fundamental etika media. Tantangannya begitu dalam, lebih 
dari sekedar menguji obyektivitas atau memverifikasi konten 
dari publik. 



JURNALISME 
PROFESIONAL
VS 
JURNALISME 
WARGA
(Stephen J.A Ward)

 Pertama, benturan antara jurnalisme tradisional dengan 
jurnalisme online. Kultur dasar jurnalisme tradisional yang 
menjunjung tinggi akurasi, verifikasi sebelum publikasi, 
berimbang, imparsial, cek dan ricek sebelum dicetak, 
berhadapan dengan kultur jurnalisme online yang 
menekankan pada kesegeraan, transparansi, parsialitas, 
non-profesional jurnalis dan koreksi paska publikasi.

 Kedua, benturan antara jurnalisme dengan area terbatas 
dengan jurnalisme global. Jurnalisme memiliki dampak 
global, apakah ia memiliki tanggungjawab global pula? 
Haruskah etika media diformulasi ulangi agar mengandung 
tujuan dan norma yang dapat memandu jurnalisme yang kini 
memiliki cakupan dan dampak global? Bagaimana 
bentuknya?



TANTANGAN 
JURNALISME 
BERLAPIS
(Stephen J.A Ward)

Jurnalisme berlapis akan mendatangkan dua masalah

 Pertama, akan ada masalah etika secara vertikal, bagaimana
lapisan yang berbeda di ruang redaksi, dari editor profesional
dan freelancer harus berinteraksi untuk menghasilkan
jurnalisme yang bertanggungjawab?; Apa standar yang 
diterapkan editor profesional dalam mengevaluasi kontribusi
dari pewarta warga?

 Kedua akan ada pertanyaan horisontal tentang norma yang 
berlaku di berbagai bagian di ruang redaksi



PERTANYAAN 
ESENSIAL 
SEPUTAR 
JURNALISME 
DI ERA 
DIGITAL
(Stephen J.A Ward)

 Who is a journalist?

 What is journalism?

 Anonymity?

 Speed, rumor and corrections?

 Impartiality, conflicts of interest, and partisan journalism?

 Entrepreneurial not-for-profit journalism?

 Reporters using social media?

 Citizen journalists and using citizen content?

 Ethics of images?



KRISIS KONTEN:
JURNALISME 
PARTISIPATORIS

Vincent Maher (2005) merangkum kelemahan jurnalisme
amatir dalam istilah “Three Deadly E’s": etika, ekonomi dan 
epistemologi.

1. ETIKA

2. EKONOMI

3. EPISTEMOLOGI



ETIKA 
KOLABORASI 
KONTEN

Pedoman Penggunaan Media Siber yang ditetapkan oleh
Dewan Pers pada 3 Februari 2012 mencoba menjawab

pertanyaan di atas. Merumuskan sebuah panduan yang 
melengkapi Kode Etik Jurnalistik dan aturan dalam UU 

Pers No 40/1999 yang kini berlaku. Sebuah panduan yang 
tidak hanya berlaku untuk media siber dan jurnalisnya, 

melainkan juga bisa berlaku untuk semua pengguna medium 
internet.



PEDOMAN 
PEMBERITAAN
MEDIA SIBER

RUANG LINGKUP

 Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana
internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi
persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang 
ditetapkan Dewan Pers.

 Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang 
dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, 
artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan
yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar
pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.



PEDOMAN 
PEMBERITAAN
MEDIA SIBER

VERIFIKASI & KEBERIMBANGAN BERITA

a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.

b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita
yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.

c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:
1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat
mendesak;
2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan
identitasnya, kredibel dan kompeten;
3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya
dan atau tidak dapat diwawancarai;
4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut
masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu
secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di 
dalam kurung dan menggunakan huruf miring.

d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan
upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi
dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita
yang belum terverifikasi.



PEDOMAN 
PEMBERITAAN
MEDIA SIBER

ISI BUATAN PENGGUNA (USER GENERATED CONTENT)

a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan
mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan
dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan
Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.

b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan
registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih
dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan
Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.

c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna
memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang 
dipublikasikan:
1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;
2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan
kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan
(SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;
3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis
kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang 
lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.



PEDOMAN 
PEMBERITAAN
MEDIA SIBER

ISI BUATAN PENGGUNA (USER GENERATED CONTENT)

d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau
menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir
(c).

e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan
Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). 
Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan
mudah dapat diakses pengguna.

f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan
tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan
melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara
proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan
diterima.

g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), 
dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang 
ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada
butir (c).

h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang 
dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas
waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).



PEDOMAN 
PEMBERITAAN
MEDIA SIBER

RALAT, KOREKSI DAN HAK JAWAB

a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik
Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, 
dikoreksi atau yang diberi hak jawab.

c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu
pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.

d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:
1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang 
dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah
otoritas teknisnya;
2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan
oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;
3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak
melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik
dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua
akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.

e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak
jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 
(Lima ratus juta rupiah).



PEDOMAN 
PEMBERITAAN
MEDIA SIBER

PENCABUTAN BERITA

a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak
dapat dicabut karena alasan
penyensoran dari pihak luar redaksi, 
kecuali terkait masalah SARA, 
kesusilaan, masa depan anak, 
pengalaman traumatik korban atau
berdasarkan pertimbangan khusus lain 
yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Media siber lain wajib mengikuti
pencabutan kutipan berita dari media 
asal yang telah dicabut.

c. Pencabutan berita wajib disertai
dengan alasan pencabutan dan
diumumkan kepada publik.



PEDOMAN 
PEMBERITAAN
MEDIA SIBER

IKLAN

a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan
iklan.

b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar
wajib mencantumkan keterangan ”advertorial”, ”iklan”, ”ads”, 
”sponsored”, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi
tersebut adalah iklan.



PEDOMAN 
PEMBERITAAN
MEDIA SIBER

PENCANTUMAN PEDOMAN

Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di 
medianya secara terang dan jelas.

HAK CIPTA

Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SENGKETA

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman
Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.



DEKADE BARU: 
INDY MEDIA

 IMC didirikan oleh media independen dan aktivis yang 
memfasilitasi kebutuhan akar rumput dalam aksi protes 
terhadap WTO di Seatlle November 1999. 



Tujuan:

menciptakan ruang alternatif di era globalisasi yang sarat
kepentingan. Ketika media global dikuasai dan berpihak pada

korporasi global, diperlukan gerakan sosial yang mampu
menandingi kekuatan-kekuatan global tersebut, berupa media 

yang independen dan populis.

DEKADE BARU: 
INDY MEDIA



 Indymedia menyampaikan 
sesuatu yang berbeda dari 
media mainstream: 
memfokuskan pada berita 
seputar aktivisme dan 
pergerakan untuk 
perubahan sosial. 

 Publikasi terbuka yang 
mengizinkan siapa pun 
untuk mengirim laporan, 
gambar, audio atau video 
di situs indymedia dengan 
media internet tanpa 
persetujuan terlebih 
dahulu oleh editor.

DEKADE BARU: 
INDY MEDIA



 IMCS memiliki tim dan kebijakan editorial tetapi kegiatannya 
dibatasi untuk memilih item untuk fitur halaman utama IMC
Newswire; menyeleksi item yang tidak sesuai pedoman IMC 
(konten diskriminatif, tidak akurat, atau memfitnah, serangan 
personal, re-posting dari sumber lain, dan konten non-berita).

 Komunitas Indymedia yang memiliki lebih dari seratus cabang 
di seluruh dunia ini berupaya menfasilitasi kebutuhan sebagai 
ruang demoratis, populis, tidak berpihak, dan kritis terhadap 
perkembangan globalisasi. 

DEKADE BARU: 
INDY MEDIA



 Berdiri 2 Februari 
2000,dengan semboyan 
“Setiap warga adalah seorang 
reporter”

 80% warga dan 20% 
wartawan

 OhmyNews International 
(http://english.ohmynews.com/
index.asp) menyajikan artikel 
yang ditulis oleh kontributor 
di seluruh dunia. Konten 
hampir 100 persen ditulis oleh 
reporter warga (citizen 
reporter)

OH MY NEWS



OH MY NEWS

 Menerapkan The Ethics Code and Citizen Reporter 
Agreement.

 Membuka sekolah jurnalisme warga (Ohmynews Citizen 
Journalism School)

 Kredibilitas konten ditentukan melalui keterlibatan editor 
bersama warga



























TUGAS 
ARTIKEL 
ILMIAH 5

 Artikel ilmiah dengan tema ‘Jurnalisme warga dan kolaborasi konten.’

 Format Luaran

 Diketik dan dicetak

 Pedoman umum artikel ilmiah, pendahuluan, isi, kesimpulan (tanpa ada 
sub judul, cukup definisi per paragraf)

 Minimal 500 kata, spasi single, Calibri, 11pt, margin normal, A4

 Format identitas: Nama_NIM_Kelas diletakan di sebelah kanan atas 
sebagai header

 Wajib mencantumkan minimal 2 referensi artikel ilmiah lain, format 
sitasi Oxford

 Dilarang blogspot

 Plagiasi, nilai 0
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